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KAB. CIREBON - Setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)
DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) ke Kalimantan Timur.
Dengan hasil yang tidak sesuai harapan dan keinginan Forum Kuwu Kabupaten
Cirebon (FKKC). 

Maka pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, menggelar rapat FKKC di
Cirebon Timur yang dihadiri perwakilan FKKC se-kabupaten Cirebon,
berlangsung di desa Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon.

"Tujuan rapat hari ini sepulang dari Rakornas di Kaltim, para kuwu di Kabupaten



mengajukan kepada pemerintah pusat melalui instansi terkait. Supaya
memberikan jabatan kuwu yang enam tahun menjadi Sembilan tahun," kata
Kuwu Rochmanur desa Rawa Urip Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon.

Diapun menjelaskan para kuwu di Kabupaten Cirebon, menginginkan adanya
perubahan undang-undang desa yang enam tahun kembali berlaku sembilan
tahun.

"Kami mengusulkan dan memperjuangkan bersama para Kuwu dan kepala desa
di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, agar masa perubahan masa
jabatan kepala desa dari 6 tahun x 3 periode jabatan menjadi menjadi 9 tahun x 2
periode jabatan," tandasnya.

Sedangkan Ketua FKKC Muali mengatakan, silaturahmi nasional berawal dari
rangkaian diskusi diantara para kepala desa dan mayoritas mengeluhkan soal
pendeknya masa jabatan kepala desa selama ini yang hanya 6 tahun.

"Jadi, dengan masa jabatan sesingkat itu, para kuwu mengalami dan merasakan
tak banyak yang bisa dilakukan untuk membangun dan merealisasikan visi dan
misi saat kampanye. Pasalnya, untuk menyelesaikan konflik (akibat pemilihan
kuwu) saja tidak cukup," ungkapnya.

Ketua Muali juga menambahkan, masa jabatan kuwu atau kepala desa dalam
jangka waktu 6 tahun itu terlalu pendek. Karena konflik benar-benar terjadi di
seluruh desa pasca pemilihan kuwu (kepala desa).

"Kalau pemilihan presiden sampai pemilihan kepala daerah juga memang ada
konflik, tapi sifatnya meluas, sehingga selesai begitu pemilihan selesai," ujarnya. 

Beda dengan pemilihan kuwu di desa, konflik itu masuk sampai tingkat keluarga
dan waktunya tidak bisa diperkirakan sampai kapan. Sehingga waktu 6 tahun
belum cukup memulihkan kondisi desa, karena dalam pemilihan kuwu itu ada
yang pro dan kontra. 

"Di posisi bagian kontra ini, yang tidak mudah untuk berubah sikapnya kepada
pemenang Pilwu," tutur Ketua FKKC Muali.

Hal senada diungkapkan kuwu H. Khaerun desa Mundu Pesisir selaku ketua



FKKC Kecamatan Mundu, konflik dalam pemilihan kuwu memang sangat tinggi.
Oleh sebab itu, banyak kuwu yang susah bekerja sebelum konflik itu selesai. 

Hal inilah yang menjadi acuan dan tujuan para Kuwu di Kabupaten Cirebon akan
mengusulkan dan memperjuangkan perpanjangan masa jabatan sampai 9 tahun. 

Kuwu H. Khaerun pun menegaskan, apabila usulan tersebut tidak di realisasikan
oleh pemerintah pusat, maka FKKC yang beranggotakan 412 Desa akan keluar
dari DPC APDESI. Dan, seluruh perangkat desa akan melakukan aksi demo di
seluruh Indonesia yang di di dukung dari kepala desa Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat.

Pada kesempatan yang sama, Dewan penasehat FKKC Kuwu Rochmat Kuwu
desa Kelangenan memaparkan, menjadi Kuwu yang terpilih dengan jabatan
waktu 9 tahun, rasanya tidak cukup untuk bisa mendinginkan konflik yang ada di
desa.

Masih kata Rochmat, seandainya desa penuh konflik, tentu pemerintah
kabupaten juga akan ikut pusing kena dampaknya. Inikan yang menjadi problem
Kuwu, bagaimana bisa membangun kalau desa tidak kondusif. Oleh karena itu,
usulan ini semata-mata untuk kuwu dan kepentingan pembangunan desa yang
lebih maju dan kondusif.

"Jadi, kalau jabatan kuwu sembilan tahun,  ada waktu untuk merealisasikan visi
dan misi dalam kampanye serta cukup waktu bagi warga desa menilai kinerja
kuwu apabila maju di pilwu berikutnya," pungkasnya. (Agus S/Jamil).


